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A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah 
dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik sebagai sumber  penghidupan maupun 
sebagai tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat 
erat hubungannya dengan manusia, karena anah mempunyai nilai ekonomis bagi segala 
aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang 
diinginkan, oleh karena itu tidak mengherankan kalau setiap manusia yang ingin memiliki 
dan menguasainya menimbulkan masalah-masalah tanah, seperti dalam pendayagunaan 
tanah. Manusia dalam mendayagunakan tanah tidak seimbang dengan keadaan tanah, hal 
ini dapat memicu terjadinya perselisihan antara sesama manusia seperti perebutan hak, 
timbulnya masalah kerusakan-kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya. 
Dalam rangka mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dikeluarkan berbagai 
peraturan hukum pertanahan yang merupakan pelaksanaan dari UUPA sebagai Hukum 
Tanah Nasional. 
Secara umum UUPA membedakan tanah menjadi: 
1. Tanah Hak 
Tanah hak adalah tanah yang telah dibebani sesuatu hak diatasnya,  tanah hak juga 
dikuasai oleh negara tetapi penggunaannya tidak langsung  sebab ada hak pihak 
tertentu diatasnya. 
2. Tanah Negara 
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya 
tidak ada pihak lain diatas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas. 
Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik 
hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah tertuang dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) 
makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara 
keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara 
sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 
bumi, air dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
Seseorang yang menguasai tanah sebagai rumah tinggalnya, harus terlebih dahulu 
memiliki hak atas penguasaan tanah tersebut, dengan adanya bukti kepemilikan hak atas 
tanah. Hak Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang 
mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. 1 
Hak atas tanah meliputi hak yang diperoleh secara langsung dari negara disebut hak 
primer dan semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada 
perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Kedua hak tersebut pada umumnya mempunyai 
persamaan, di mana pemegangnya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya 
untuk dirinya sendiri atau untuk mendapat keuntungan dari orang lain melalui perjanjian 
dimana satu pihak memberikan hak-hak sekunder pada pihak lain. 
Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah 
berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. 
Penguasaan tanah telah di lakukan selama sekurang – kurangnya 15 tahun. Pasal 16 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria, menyebutkan 
macam-macam Hak Atas Tanah antara lain : 
1. Hak Milik 
2. Hak Guna Usaha 
3. Hak Guna Bangunan 
4. Hak Pakai 
5.  Hak Sewa 
6. Hak Membuka Tanah 
7. Hak Memungut Hasil Hutan 
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8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan 
dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 
dalam pasal 53.2 
Salah satu Hak Atas Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUPA yaitu 
Hak Milik. Hak Milik merupakan hak tanah yang paling banyak dikuasai oleh masyarakat 
perorangan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyebutkan Hak 
milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 
dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.3 
Hak Milik atas tanah dapat dibuktikan  kepemilikannya berdasarkan Sertipikat Hak 
Milik, yaitu suatu buku yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang 
mencantumkan nama pemegang hak atas tanah. Yang dimana di dalam sertifikat tertulis 
pemegang yang sah dalam tanah tersebut. Dimana pemegang sertifikat memegang penuh 
hak tanah yang di milikinya.  
Sertipikat tanah adalah salinan buku tanah yang telah diterbitkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional, yang digunakan sebagai bukti penguasaan tanah Negara oleh seorang 
perorang. Sertipikat biasanya dipegang oleh orang yang memilik hak atas tanah. 
Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah menyebutkan Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1). 4 Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal ini 
menyebutkan  sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum 
dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan 
olehnya. 
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang sangat 
strategis dan menentukan, bukan hanya sekedar sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 
UUPA, tetapi lebih dari itu Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tulang punggung yang 
mendukung berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib 
pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia.5Di samping itu, Peraturan Pemerintah No. 
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5Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 5. 
24 Tahun 1997 memberikan pengertian tentang Pendaftaran Tanahyang termuat dalam Pasal 
1 angka 1, yaitu: Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.6 Definisi pendaftaran tanah 
dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang 
lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) PP No.10 Tahun 1961 
yang hanya meliputi: Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan 
peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.  
Salah satu pelaksanaan program pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah 
pertama kali. Berdasarkan Pasal 1  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 
ketentuan umum, Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah 
yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan 
Pemerintah ini. Pada Pasal 23 menyatakan Untuk keperluan pendaftaran hak : a. hak atas 
tanah baru dibuktikan dengan : 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang 
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak 
tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; Penetapan pejabat yang 
berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individual, 
kolektif ataupun secara umum. 
Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama 
pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, 
bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan 
pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :  
a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie 
(S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan 
dikonversi menjadi hak milik; atau  
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b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie 
(S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau  
c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang 
bersangkutan; atau  
d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 
Tahun 1959; atau  
e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang ber-wenang, baik sebelum 
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak 
yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau  
f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh 
Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini; atau  
g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum 
dibukukan; atau  
h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau  
i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum 
dibukukan; atau  
j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau  
k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau 
l. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
m.  lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.  
Mengenai tata cara pemberian hak milik atas tanah Negara, secara umum diatur 
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan (“Permen Argaria 9/1999”). Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri 
Agraria dan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”).7Pemberian dan 
pembatalan hak ini, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor 
Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.8 Lebih lanjut mengenai 
pelimpahan kewenangan ini dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.Permohonan hak milik atas 
tanah negara diajukan secara tertulis.9Permohonan Hak Milik diajukan kepada Menteri 
melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 
bersangkutan.10 
Permohonan hak milik atas tanah negara memuat:11 
1. Keterangan mengenai pemohon: 
a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan 
pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih 
menjadi tanggungannya; 
b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, 
tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang, 
tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: 
a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, 
surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang 
telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, 
dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; 
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan 
tanggal dan nomornya); 
c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian); 
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d. Rencana penggunaan tanah; 
e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara); 
3. Lain-lain: 
a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh 
pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; 
b. Keterangan lain yang dianggap perlu. 
Namun dari keterangan diatas akan muncul jika seorang yang akan mengajukan 
kepemilikan tanah atas tanah negara. Maka dalam pengajuan atau permohonannya akan 
dilengkapi dengan berbagai syarat sebagai kekuatan. Dari berbagai syarat yang harus 
dilengkapi, ada salah satu syarat sebagai bukti kepemilikan atas penguasaan tanah tersebut 
yang disebut dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang yaitu Kepala desa atau Lurah. 
SKT itu sebetulnya menegaskan riwayat tanah dan kepemilikannya Tanggal 14 
April 2016 yang lalu, Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang 
menerbitkan Surat Edaran No, 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah Masyarakat. Yang intinya menyampaikan edaran kepada seluruh Kantor Pertanahan 
untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah (pensertifikatan tanah), dimana dalam 
surat edaran tersebut menyatakan Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan bukan syarat 
mutlak dalam permohonan hak untuk pendafataran tanah pertama kali  dan bila tidak ada 
dapat diganti dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari pemohon dengan disaksikan 
oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa. Namun dalam prakteknya 
Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota tetap meminta Surat Keterangan Tanah ini sebagai 
salah satu syarat yang harus ada dalam permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah 
negara  
Salah satu syarat SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut timbul berbagai 
permasalah atas kekuatan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan kewenangan atas pejabat yang 
berwenang yaitu kepala desa atau lurah untuk mengeluarkannya. Maka dalam permasalahan 
tulisan ini saya akan menganalisis dengan judul TINJAUAN YURIDIS SURAT 
KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA ATAU 
LURAH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG 
BERASAL DARI TANAH NEGARA. 
